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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan 

pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak 

yang membayar pajak) ke sektor negara dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan 

umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo

(2009:1)adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi 

(2003:1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan 
yang ditetapkan pemeriktah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban 

yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan.Pajak tersebut 

dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk 

mengoptimalisasi penerimaan pajak negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan pokok dan manfaat pokok sebagai alat untuk 

menentukan politik perekonomian, pajak juga memiliki kegunaan dan manfaat pokok 

dalam meningkat kesejahteraan umum.Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-

ciri yang dijelaskan, terlihat pemerintah yang memungut pajak semata-mata hanya 

untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak 

mempunyai fungsi sebagai berikut:

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 

dan fungsi regulerend (mengatur).

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:1) adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya”.

Sedangkan fungsi budgetair yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:2) adalah 

sebagai berikut :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, 
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sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya untuk kas negara”.

2. Fungsi regulerend (mengatur)

Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo(2009:2)menyatakan 

bahwa :

“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

Sedangkan fungsi regulerend yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:3) adalah 

sebagai berikut: 

“Fungsi regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi budgetairpajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan 

mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.Sedangkan fungsi 

regulerend sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur 

penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat.
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2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem 
pemungutan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia menurut Mardiasmo (2009:7) 
ada 3 yaitu :

1. Official Assesment System.
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, 

yaitu misalnya dilihat dari segi golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak 

menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongannya

Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo 

(2009:5)adalah sebagai berikut :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak   dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh 

Siti Resmi (2003:6-7)adalah sebagai berikut:

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain 
atau orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh waib pajak yang 
bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 
jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan 
terutangnya pajak.

2. Berdasarkan sifatnya

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo 

(2009:5)adalah sebagai berikut:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Siti 

Resmi (2003:7)adalah sebagai berikut:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 
keadaan subjeknya.

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 
keadaan pribadi Subjek pajak (wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Berdasarkan lembaga pemungut

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh 

Mardiasmo (2009:6) adalah sebagai berikut :

a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas :
1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak 

Hiburan.

Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut, yang dijelaskan 

oleh Siti Resmi (2003:8) adalah:

1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
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Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing.

Contoh pajak daerah tingkat I (propinsi): Pajak Kendaraan  Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin 

Penangkapan Ikan di Wilayahnya.

Contoh pajak daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya): Pajak Pembangunan I, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame dan lain-lain.

Daripengertian-pengertiandiatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian pajak 

menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan 

pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak 

dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung

merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain. Dan pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam 

pengenaannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi wajib pajak. Jika penghasilan 

wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitu pula sebaliknya. Jadi tarif 

pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak.Sedangkan pajak objektif yaitu tarif 

pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut dan tidak memperhatikan 
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keadaan dan kondisi wajib pajak. Selain penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak 

menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah. Dimana pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak 

daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun 

penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah dengan menggunakan cara 

pemeriksaan pajak (tax audit).Tax audit yang dilakukan secara professional oleh 

aparat pajak dalam kerangka self assessment system merupakan bentuk penegakan 

hukum perpajakan.Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem 

self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan harus berpegang teguh pada 
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Undang-undang perpajakan. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi 

(deterrence effect) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan 

melakukan tax evasion, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun 

Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus 

pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib 

Pajak.Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan 

oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (tax 

enforcement).Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai 

tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

2.1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.01/2008 strategi 

yang ditempuh dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, adalah 

perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak 

dilaksanakan dengan pengembangan risk analysis sebagai dasar pemeriksaan, 

pengembangan sistem administrasi pemeriksaan pajak, dan pengembangan data 

matching sebagai basis electronic audit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut 

John Hutagaol yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:260) antara lain adalah :
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1. Teknologi informasi (information technology)
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.Seiring 
dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan 
perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer Assisted Audit 
Technique (CAAT).

2. Jumlah sumber daya manusia (the number of human resources)
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja 
pemeriksaan.Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya 
manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk 
mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas 
pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan 
pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya (the quality of human resources)
Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar 
belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi 
pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi 
adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan 
sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (audit facilities)
Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangay diperlukan.Audit 
Command Language (ACL), contohnya Sangay membantu pemeriksa di dalam 
mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 286-304) menjelaskan 

tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan 
sebagai berikut:
- Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data
- Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
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- Mengidentifikasi masalah
- Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- Menyusun program pemeriksaan
- Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa 

dan meliputi:

- Memeriksa di tempat Wajib Pajak,
- Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,
- Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
-Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- Melakukan sidang penutup (Closing Conference)

3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir

pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil 

tugas pemeriksaan.

2.1.3 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa:

“Kesadaran adalah keadaaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan 

adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan 

mengetahui atau mengerti perihal pajak.“
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Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa:

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran Manik Asri (2009:5) apabila sesuai 

dengan hal-hal berikut:

(1)Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
(2)Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
(3)Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
(4)Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang 

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 

Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan warga negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 

sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami 

bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak 

pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan negara. 

“Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib 

pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan 
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3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara.

Faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak

2. Pengetahuan Perpajakan

3. Karakteristik Wajib Pajak

4. Penyuluhan Perpajakan

Dari faktor – faktor diatas bila diuraikan, Kesadaran Wajib Pajak akan 

meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. 

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan 

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap 

kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang 

dicerminkan oleh kondisi budaya, social, dan ekonomi akan dominan membentuk 

perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadara mereka dalam 

membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dialakukan secara intensif dan 

kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban 

membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana 

untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap 

menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari 



29

fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan 

masyarakat.

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi,yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

kebenarannya.Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary 

of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib 

pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara 

akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.Pengertian 

kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia 

Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh 

Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat 

didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
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Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang 

dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 
negara”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh 

adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, 

dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

2.1.4.1 Jenis Kepatuhan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:110) dalam bukunyaPerpajakan, Konsep, Teori dan Isu adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu 

sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi 

kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah 

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada 
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tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi 

isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan 

formal.Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan 

dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.5 Keterkaitan antara Variabel Penelitian

2.1.5.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai 

berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintah untuk menilai kepatuhan 

formal maupun materil. Tanpa adanya penegakan hukum akan menimbulkan ketidak 

adilan terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik.

Pengertian kepatuhan menurut Purwadarminto adalah sifat patuh atau ketaatan 

(1990:654). Loebbecke (2003:15) menyebutkan pengertian kepatuhan pajak (tax 

compliance) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi 
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kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu 

diadakannyapemeriksaan,investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan 

ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Gunadi  dalam jurnalnya yang berjudul fungsi pemeriksaan terhadap 

peningkatan kepatuhan pajak, bahwa analisa mengenai jumlah tambahan penerimaan 

pajak dari aktifitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin meningkat yang 

diharapkan merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

2.1.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negar sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat 

harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara 

(Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib 

pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan 

meningkat (Nugroho, 2006)



33

2.1.5.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di 

Kantor Pelayanan Pajak.Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak 

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya 

adalah persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib 

pajak.Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) dalam bukunya 

Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undang perpajakan”.

Menurut Loekman Sutrisno (1994) menyatakan bahwa:

“Kesadaran Perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib 

pajakterhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan 

masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak”
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Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran Manik Asri (2009)apabilasesuai 

dengan hal-hal berikut:

“(1)Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
(2)Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
(3)Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
(4)Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.”

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh 

Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya”.
Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh 

Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat 

didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dengan adanya pemeriksaan dan kesadaran wajib pajak tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan begitu, 

apabila kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemeriksaan meningkat maka 

pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak dapat terlaksana dengan baik. Dalam 

menganalisis pemeriksaan dan kesadaran wajib pajak dengan baik dan benar, wajib 

pajak akan merasa pemeriksaan dan kesadaran wajib pajak tersebut bukan merupakan 

beban, khususnya untuk para wajib pajak. Apabila pemeriksaan dan kesadaran wajib 

pajak tidak memberatkan wajib pajak, dengan begitu diharapkan wajib pajak tidak 
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memiliki alasan lagi untuk tidak melakukan pemeriksaan, dan mampu lebih patuh 

untuk memenuhi kewajibannya.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Fungsi Pemeriksaan 

Terhadap 
Peningkatan 
Kepatuhan Pajak 
(Tax Compliance)

(Gunadi, 2005)

Aktivitas pemeriksaan 
menunjukan rasio yang 
semakin meningkat yang 
diharapkan merupakan 
gambaran keberhasilan 
pemeriksaan pajak untuk 
meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak sekaligus 
meningkatkan penerimaan 
negara.

Variabel yang 
diteliti yakni 
mengenai 
pemeriksaan pajak 
dan kepatuhan 
Wajib Pajak

Tempat 
penelitian, waktu 
penelitian dan 
variabel 
pemeriksaan 
pajak lebih. 
Begitupun dengan 
kepatuhan Wajib 
Pajak Badan 
Hukum

2 Pengaruh Persepsi 
tentang Sanksi 
Perpajakan dan 
Kesadaran Wajib 
Pajak pada 
Kepatuhan Pelaporan 
Wajib Pajak Orang 
Pribadi 

Ni Ketut Muliari

Kesadaran wajib pajak 
atas fungsi perpajakan 
sebagai pembiayaan 
Negara sangat diperlukan 
untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel yang 
diteliti mengenai 
kesadaran wajib 
pajak dan 
kepatuhan wajib 
pajak

Tempat 
penelitian, waktu 
penelitian, dan  
tidak membahas 
variabel mengenai 
sanksi perpajakan.

3 Analisis Pengaruh 
Pemeriksaan pajak 
terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib 
Pajak memenuhi 
Kewajiban 
Perpajakannya

(Indah Rini, 2007)

Menganalisis pengaruh 
pemeriksaan pajak 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada KPP jakarta 
Kebayoran baru dua. 
Terdapat peningkatan 
kepatuhan wajib pajak 
badan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan nya.

Variabel yang 
diteliti mengenai 
pemeriksaan pajak 
dan kepatuhan 
wajib pajak.

Tempat dan 
waktu penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema 

kerangka pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Self Assessment
System

-Menghitung sendiri
-Membayar sendiri
-Melapor sendiri

Kesadaran Wajib Pajak

Sistem Pemungutan Pajak

Pemeriksaan Pajak

Hipotesis:
Analisis Pemeriksaan Pajak dan 

Kesadaran Wajib PajakBerpengaruh 
secara parsial dan simultan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Kepatuhan
Wajib Pajak

1. Pemeriksaan  formal
2. Pemeriksaan material

1. Karakteristik 
Wajib Pajak.

2. Penyuluhan 
Perpajakan

Pemeriksaan pajak
(X1) 

Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y)

Kesadaran Wajib Pajak
(X2) 
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2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93)pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus 

diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Analisis Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan.

2. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan.

3. Analisis Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.


